
BAB II

TINJAUAIY T]MT'M I}TIMPING

2.1 Pengertian Dumprng dan Anti-Dumping

Dumping merupakan suahr istilah yang banyak digunakan dalam

perdagangan internasional. Dumping secara umum adalah satu situasi harga

internasional yang dislaiminasi dimana harga suatu produk apabila diiual di Negara

pengimpor adalah lebih rendah dari harga produk di pasar Negara pengimpor.

Pasca terbentuknya Organisasi Perdagangan Dunia (World Trode

OrganizationltVTO), penerapan pengamanan perdagangru (trade

remedies\ oleh iap tahunnya Tentu saj4

ini bukanlah langkah perdagangar

tersebut memang , pun mulai meluaq

tidak hanya di ASEAN,

Dalam 4ffi"9 yang diberikan
oleh beberapa sumber

a "The contracting

country se introduced into

@iW-b which producn of one

--: 
:: i

"of onther comtry at less tlrw the

rcrmal volue of the prcdtrcts, is to be eondemned if it eauses or tlmeatens

msterial t $ttry n an estahlislred irrdust y in tlv tenitory of a contracting party

or nderially retsds tle establistntpt of a donestic ittdustryt".r

b. "For the Wrpse af this agreerrreftt, a po&tct is to be considered as being

&errped i.e. intra&rced into tte commerce of wntler comtry d less thet its

wrmal value, if tfu *ptt price of tfu prodrct expned from orre cotmtry to

anatller is /ess tlran tlre compnrable price, in tlp ordinry oourse of trafu, for

tlrc like product wlrcn fustinedfor eonswrytion in the expo*ing countrl/".2

' ArticteVlGeTf t98,l.
'Anicle2. lADA

t8
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d.

"The in*odtrction of goods into tlv commenoe of tlre Republic or tle Common

Custom Area qt @r dlnrt price contenplaed in section 320@) that is less

thotttv rcrmalvalrre, as &frrcdinsction 32Q), of tlese goods".3

Merupakan zu*u praktek dag"ng yang dilakukan oleh eksportir dengan menjual

komoditi di pasaran internasional dengan harga yang kurang dari nilai wajar

ahupun lebih rendah dari harp barang tersebut di negara asal, dau harga jual

kepada Negara lain pada umumnya Praktek ini dinilai tidak adil ler€na dapat

merusak pasaran dan menrgikan produsen pesaing di Negara pengmpor.o

Penjualan suatu komoditi di pasar tuar negsri pada tingkat harga yang lebih

rr,ndah dari nilai yang wajar, biasanya dianggap sebagai t'rgkat harga yang lebih

re,ndah dari tingkat harga ketigat

f. "The act of seUing in rcgrdless af tlre

price; olso, selling d lrorne-.6

g. uAsiuationof be odcost of

tle imprting

h.

l . "In getreral, situaiofr of, ifulprc tlv price af a

prodrct wkn sold of thaprodrct

in the mmket of tlw simplest of cases, one

identifies dumping simply by in*o msketf'.e

t &ete&tle 3 Repal of laws, &ction6j{2), Clnger I Afii-DunpingRegldion.
4 E[y erawati dan J.S Badrdu, Kerrus Huhsn Etrowmi hgris-Indarcsia (Jakarta: ELIPS,

1996), bal 39.
5 Direktmd Jenderal Perdagang;an ldernasi@al, Kamts Lerrykq Prdagmgot Internasiotul,

' (Jakarta: Departernen Perdagangan dan Paindus*riq 1997),fuI 123.
u Henry Campbell B/lack, Btrck's Lmr Dictionry, Abridged 6* E4 (West Group, 1D8), hel

347.
t Pder Yan Den Boasche, Tte Law od Poticy of tte World Tra& Organizaion (Iqt, Cases

od Maerial), (New Yort: Camhidge University Pr6q 2005), hal 516.
" John H. Jacksot; lYilliar J. Davey: dan Alan O, Sykes, Legal Problem of l*naiorul

konomic Relatiorc (Cases, Mobrtall qnd Te on ilp Naiowl @d Interndiorul Regddion of
Transndiatul Econunic Relaions), (SL Paul, Mion : West Group, 2092), hal 681.

e 
'"fechnical Informdion on Anti Dumping', <tttp://www.wtaorg/english/traop_e/adp_e

/adp i{o_ e.htr*. Diaks€s tsngpl 15 Februsri 201O.

-  

- l= =:-= .

':=..---jl=
- 

_=-=-1:t=:-- .:.=-=_=:-=_:..-=

,tlp-futttistic narfut (or, tf rntte,
' : t  - , - - , la-__ 

-'ckd to coverite cst of the goods
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j. "Price discrimination occurs when dffirent units of the some commodity are

sold at dffirent prices for reasons rwt associated with dffirences in costs or

when dffirent units of the same commodity are sold at the same price where

costs are dffirent".to

Berdasarkan definisidefinisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa

dumping merupakan istilah yang digunakan terhadap tindakan atau praktek

perdagangan dengan menjual barang ke negara lain (pasar luar negeri) dengan harga

yang lebih rendah dari harga jual di pasar domestik. Disini terlihat bahwa dumping

pada prinsipnya merupakan suatu praktek diskriminasi harga. Diskriminasi ini

diberlakukan terhadap barang yang dijual ke pasar luar negeri dengan barang yang

dijual di pasar domestik.

Anti{umping yang dikenal sebagai kegiatan untuk melawan dumping,

muncul seiring pergantian abad dan dapat dilihat sebagai konsekuensi dari ekspansi

industri dan transportasi yang semakin lancar. Perdagangan menjadi lebih terbuka

dan bersifat internasional. serta adanya pergantian kekuatan Negara-negara dari

kekuatan militer.rr Umumnya hal-hal yang diatur dalam peraturan hukum anti-

dumping meliputi pengenaan sanksi berupa onti-dumping duty dan hal-hal teknis

lainnya tentang bagaimana menilai suatu barang sebagai barang dumping atau tidak.

Awal mula lahirnya ketentuan anti-dumping tersebut adalah adanya impor

barang dengan harga murah dari Jerman dan Amerika Serikat yang kemudian telah

menjadi perhatian dan pertimbangan Kanada untuk melahirkan suatu peraturan yang

kemudian dikenal dengan istilah Antidumping atau Anti-dumping Law.

Kanada adalah Negara pertama di dunia yang memiliki hukum nasional yang

mengatur masalah dumping yaitu pada tahun 1904, kemudian diikuti oleh New

Zelandpada tahun 1905, Australia pada tahun 1906, Jepang pada tahun 1910, Afrika

Selatan pada tahun 1914, Amerika Serikat pada tahun 1916, dan Britania Inggris

pada tahun lg2l.rz

r0 Gabrielle Marceau, Anti-Dumping and Anti-Trust Issues in Free-Trade Areas, (Oxford:
Clarendon Press, 1994), hal 11.

tl Bila pada abad ke 17 dan 18, kekuatan Negara-negara ditentukan oleh kekuatan militer, maka
setelah revolusi industri, kekuatan Negara-negara ditentukan oleh perdagangan (faktor ekonomi).

t' Gabrielle Marceau, Op.cit, hal 8.

Universitas Indonesia

Tinjauan yuridis..., RR. Dyah Lestari Adityas Ningrum, FH UI, 2010.



2t

2.2 Karakteristik D um pin g

Dumping dalam praktek bisnis perdagangan internasional dianggap

merupakan suatu tindakan yang wajar dalam rangka pricing policy.l3 Perusahaan

sebagai suatu entitas tersendiri berhak untuk menentukan kebijakan ataupun

strateginya guna mencapai tujuan perusahaan yang telah ditentukan. Penentuan

harga jual suatu produk atau komoditi merupakan salah satu bentuk dari kebijakan

perusahaan untuk mencapai tujuannya tersebut. Oleh karena itu, dumping pada

hakikatnya merupakan suatu praktek yang diperbolehkan dalam suatu perdagangan.

Namun demikian, walaupun dumping merupakan suatu tindakan wajar yang

dilakukan dalam perdagangan, ternyata di balik itu terdapat alasan serta motivasi

yang pada kenyataannya dapat menimbulkan kerugian bagi berbagai pihak.

Unsur-unsur dumping adalah: la

a. Suatu produk dijual di negara lain di bawah harga norrnal;

b. Apabila barang impor yang masuk dengan harga dumping tersebut

menyebabkan injury {kerugian) bagi industri dalarn negeri:

c. Ada causal link (hubungan) antzra dumping yang dilakukan dengan akibat

injury yang terjadi.

Alasan atau motivasi dilakukannya suatu praktek dumping sangat bervariasi,

diantaranya adalah untuk mematikan pesaing sehingga dapat memonopoli pasar;

ekspansi untuk memperbesar pangsa pasar; menambah cadangan devisa; sudah

jenuhnya pasar di dalam negeri; sekedar menghabiskan stok barang karena over-

production; atau bahkan karena ketidaksengajaan atau ketidaktahuan pihak yang

bersangkutan. Robert Willig mengklasifikasikan dumping berdasarkan tujuan dari

eksportir, kekuatan pasar, dan struktur pasar impor, yaitu sebagai berikut:Is

a. Market Ekspansion Dumping

Perusahaan pengekspor bisa meraih untung dengan menetapkan mark-up yang

lebih rendah di pasar impor karena menghadapi elastisitas permintaan yang lebih

besar selama harga yang ditawarkan rendah.

b. Cyclical Dumping

t'H.S Kertadloemena, GATT, WTO dan Hasil IJruguay Round, (Jakarta: UI Press, 1998), hal

to Peter Van Den Bossche, Op. cit., hal 514.
tt Gabriele Marceau, Op.cit.,hal 15.

169.
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Motivasi dumping jenis ini muncul dari adanya biaya marginal yang luar biasa

rendah atau tidak jelas, kemungkinan biaya produksi yang menyertai kondisi

dari kelebihan kapasitas produksi yang terpisah dari pembuatan produk terkait.

c. State Trading Dumping

Latar belakang dan motivasi dumping jenis ini sama dengan jenis dumping

lainny4 tetapiyang menonjol adalah akuisisi moneter.

d. Strategic Dumping

Istilah ini diadopsi untuk menggambarkan ekspor yang merugikan perusahaan

saingan di Negara pengimpor melalui strategi keseluruhan dari Negara

pengekspor, baik dengan cara pemotongan harga ekspor maupun dengan

pembatasan masuknya produk yang sama ke Negara pengekspor. Jika bagian

dari porsi pasar domestik tiap eksportir independen cukup besar dalam tolak

ukur skala ekonomi, maka mereka memperoleh keuntungan dari besamya biaya

yang harus dikeltrarkan oleh pesaing asing.

e. Predatory Dumping

Istilah ini digunakan pada ekspor dengan harga rendah dengan tujuan

mengeluarkan pesaing dari pasilran, dalam rangka memperoleh kekuatan

monopoli di pasar Negara pengimpor. Akibat terburuk dari dumping jenis ini

adalah matinya perusahaan-perusahaan yang memproduksi barang sejenis di

Negara pengimpor.

Dumping sudah sejak lama dianggap sebagai praktek dagang yangtidakfair

dan merupakan hambatan dalam perdagangan bebas. Jika dilihat dari sudut pandang

Negara pengimpor, dumping dinilai akan menimbulkan kerugian bagi industri

barang sejenis dalam negeri, dengan membanjirnya barang-barang dari Negara

pengekspor yang harganya jauh lebih murah dari barang dalam negeri dimana akan

mengakibatkan barang sejenis dalam negeri kalah bersaing. Selanjutnya tidak

menutup kemungkinan akan menimbulkan ketergantungan kepada produsen asing.

Pada suatu titik, ketergantungan yang terlalu besar terhadap barang dan produsen

asing akan mengakibatkan produsen asing dapat mendikte harga dan jumlah barang.

Akibatnya timbullah monopoli perdagangan yang justru ditentang dalam sistem

pasar bebas.
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Untuk memberikan proteksi tethadap indusbi dalam negeri dari adanya

praktek dumping eksportir ataupun produsen luar negeri, maka Negara-negara yang

bersangkutan mengeluarkan peraturan htang antidumping. Dengan admya

peraturan antidumping ini, mernungkinkan pemerintahrmtukmemberikan hukuman

pada eksportir dan prcdusen luar negeri yang melakukan praktek dumping yaitu

dengan cara menerapkan sanksi hukuman berupa p€ngenaan bea masuk yang tinggr

atas barang dumping. Dengan cara seperti ini diharapkan industri dalam negeri dapat

terlindungi dm bersaing dengan barang impor yang diiual dengan harga dumping.

T€rdapat 3 cara mtuk melihat karakteristik suatu tindakan dumping yaitu:t6

a Dislaiminasi harga internasional Price Discrimhraion\.r1

hoduse,n melakukae. kg.lika menjual produk yang
1. 

,,;:_,,i:,..=

sama kepada pasar i t€rsebut, produsen

tsrt€ntu, sehingga

produsen

dmrping

ia m#kan harea lebih
. ta-  - -  = . '

ru cara memberikan harga di

bawah harga khsi dan/atau menekan

lawm-lawannya agar meninggalkan pasar

domestik Penetapan harga secara sistematik dan

dalam jangka waktu tertmtu yang sangat rendah, bahkan di hwah harga

produksi suatu barang sehingga produseir domestik tidak mungkin

mengikutinya.

c. Intermittent Dunptng.

Ikrakter Intermittent hntptng merupakan larakter terakhir dimana

dumping dilakukan s@ara sistematis dalam jangka waktu yang lama, Dalam

kondisi ini produsen dumping merusak atau menrgikan produsen domestik

dengan memhnjid pasar suatu Negara dengan godut-produtnya dalam jumlah

16 A. Setiadi,l xti-Dunping: Dalan Perspebif Huhon hdorcsia,(S7R L€gat Co.,2OAlS,hxl2.
t7 It is discrimhdory to clunge signtficonly dtferet pro&n prtces to tteo or more custorprs

wlen there are no sign{ican diferettes futween tle costs to tle Selkr af sqplying those qstoners-

Produsen
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fairnessdalam suatu p4Uran
-t ,.: i'- ''

paA Aasan ekonomi"

melainkan pada '-iitta di suatr Negara

khususnya angkatan me,mperoleh

keuntrmgan sesaat dari namun di satu sisi

produsen dalam negeri akan Vang pada kelar{utan jangka

panjangjup akan menrgikan masyarakat de,ngan banyaknya pengangguran. Dengan

demikian peraturan mengenai anti{umping juga berfrmgsi untuk mengurangi efek

menrsak dari kegiahn impor terhadap masyarakat sratr Negara

Terdapd kece,ndenmgan bahwa p€ngaturan antidumping tidak lain

merupakan suatu findakan proteksi yang berlebihan.le Dakm negosiasi antarNegara

t" US Senae Committee rneiryebut dunping sebagai yang sangat jalrat dan menrsalq
s€Nnatara pagadilan Atnailo morggolongkan &mping sebagai praldek,lagang png tidak jujrn {udair
tr& prrctice\ Lihat Michael J. Trebilcock and Robert Hows€, Tle Regulaiorc Of Interrfrional Trafu:
Anti-hrnpinglzw, (USA: Rodledge, 1999), hal 1E6.

re Mqunrt data tahrm 19EG19EE, produsen US telah melakukan 22 tuduhan dumping t€rbadry
eskpc dari Kanad4 14 diantranya dik€natfft antidumping futies. Sr,rnrentara Kanada melakulon 50
klaim terhadap impor dari Ug 23 diaataraaya dikcnakan enti-&rtoping &ies. Karw ihr selalu terdapat

besar dan t€rus-m€nerus. Umumnya hal ini terjadi di bidang pertanian. Dalam

kasus ini produk pertanian suatu Negara biasanya tergantung pada siklus musim

tanam dan pane,n. Pada saat terjadi musim tanam dan produksi rendah, maka

produsen dumping akan membanjiri pasar domestik Hal tersebut akan

berdampak pada konsumen yang menjadi terbiasa dengan plduk tersebut

sehingga pada saat musim panen tiba dan hasil panen melimpala harga produksi

dalam negeri sangat rendah.

Tujuan tframa dari Intermitten Dtmping adalah untuk mernatikan usaha

dan kompetisi dari Negara tujuan ekspor. Setelah indusfi dalam negeri tutop,

maka produsen yang melakukan menguasai pos, dan dengan

mudahnya dapat Damping al6mr

menciptakan

Umumnya hanya

Hukum

dengan hargayang

Fairtress
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mengenai perdagangan multilateral, khususnya dalam kerangka GAT[, masalah

antidumping tidak dapat dilepaskan dari masalah proteksi itu sendiri. Perdebatan

mengenai ukuran dan pengertian dalam menentukan apakah suatu impor dapat

dikenakan tuduhan dumping atau tidalq masih terus berlangsung. Hal ini diakibatkan

setrap alasan memiliki perhitungan teori ekonomi yang terkadang berbeda-beda

antara satu Negara dengan Negara lain, sementara antidumping code yang

disspakati dalam kerangka GATT tidak mengatur sampai kepada penerapan teori

ekonomi.2o Kebijakan anti-dumping bukan hanya dapat mernaksa eksportir untuk

menyesuaikan h*gA tetapi juga memaksa eksportir untuk membuka pasar di

Negara merelca terhadap barang dari Nega-ry=rmportir

Profesor J. Jacksonzl per*uran hukum antidumping

berguna sebagai hafferc

dalam perdagangan int€rnasio;L .s tfur- rni* aEan hal yang paline

sering dihadapi

This furrctio,n would nat attempt to cleanse tle internotiorul sysrem of
distortions, but only to sui:bdue protectionist pressure by reducing the
unfairness of foreign cornmercial struclures. In this light, the international
sanctioning of national rules is a buffer which anellorates tle effect of
stmctursl dffirences-., fu interJirc argumerfr also sugest thot maybe
natiorut mti-dumping 

- 
i operate aefactA i gsrd n essure.

indikasi politik proteksi dan tindakan balasan (countemailir6'5. Lihat lfchael J. Trebilcock and Robert
' Howsen Ibid., hal 189.

to Sebagai contoh adalah pada pengertian normal value darr related industry. Pertanyaan yang
mrmgkin timbul adalah bagaimana jika suatu Negara tidak mempunyai indushi domestik yang
memproduksi barang sejenis, dan masih adanya pe6edaan cara penghitungan rcrmal vahre tngarbng
dari jenis industri, termasuk peltChitunCan laba yang wajar atas suaar jenis produk. Tidak semua produk
yang memiliki kesamaan jenis, menerapkan ketenarsr laba yang sama- Demikian pula dalam masalah
penentuan injury- Kadangkala peghitungan njury adak didasarkan pda kenyataan yang terjadi yang
diakibatkan harang impor, melaiokan lebih kqada perhitungan t€rtentu- Lihat Daniel J. Ikenson,
<http://w*w.cato.org/pabdisplqy.php?pub_id:10665>. Diakses tanggal 22Fe&loan2Al0.

" Gabrielle Marcear:" Op. cit, hal 4G50.
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2.3 Pengatnran Dumping llalam Keraagka Perdagangan Multilateral

2.3.1 GeneruIAgreement on Tarilfs and Trade (GATD 1947

Pengaturan mengenai dumping atau antidumping telah mendapatkan

perhatian serius semenjak permulaan dibentuknya GATT.22 GATT yang berlaku

sejak 1948 bukanlah suatu organisasi dan hanya merupakan persetujuan multilateral

(treaty) yang berisi ketentuan dan disiplin dalam mengatur perilaku negara-negara

dalam kegiatan perdagangan internasional. Tujuan utama GATT adalah memelihara

suatu sistem perdagangan yang terbuka, bebas, dan kompetitif. Namun demikian,

masuknya masalah antidumping dalam negosiasi GATT bukan berarti tidak

menimbulkan polemik di antara n€gqry. pes€rta Beberapa di antara mereka

menentang pengaturan m€n€enai:.1lg$.@q4n bea masuk antidumping

dimasukkan dalam nego*iasi;.,Ilal ild 
i-"*** 

bahwa pembebanan bea

masuk anti{wrpingmen{kan fa*g G€nglambat perdagangan

bebas dan oleh karenanya GATT na-rrs etararigfndak@teisebut.23

GATT msnganggap tatrwa,-e*;€ yary dii-&i dargran. paktek dumping

dan terbukti m-engffiU1-af''ke.ugian bagi usaha ahu indussi barang sejenis di

negala perympar menrpakan p*i*. ymg tidak jujur (unfair

trofu practicesJ.a4leh karena,..itu CATF mengizinkan negara yang dirugikan

karcna adanya praktik dlmnins 
ry* 

mengambil suatu tinifakan anti-dumpkg

berupa pengenaan ,orrti:et ,1se@1 kgrygian yang dideritanya.

dumping.

2 GATT merupakan kesepakatan multilateral di bidang p€rdapngan yang ditanddangani oleh
23 negara pada 30 Oktobor 1947. Kesepakatan ini awalnya ditujukan untuk membent* Interndional
Tra& Organizaion (ITO), suatu badan khusus PBB yang merupakan bagian dari sistem Bretton l(oods
selain il\,f dan World BaiL Piagam ITO kemudian ditandatangani di Havana Fda bnian M,rret 1948

' rylmun proses ratifikasi oleh negara-negara peserta temyata mengalami banyak tentangan. Tentangan
terbesar datang dari kongres Amerika Serikat, yang walauprm pemerintahnya merupakan p€ncetus namun
akhimya tidak meratifi?,asi Havana Chster ini. Oleh karena itu praktis ITO ssra efektif tidak dapat
dijalankan. Meskipun demikian GATT sebagai suatu kesepakatan tetap merupakan instrumen multilateral
yang m€rigatur perdagangan hternasional. Negara penandatangan GATT dikenal dengan istilah
contracting parties bukan member.

"' PstEF Van Den Bossclie, Op. cit., hlm 515. Lihat juga Birrce A. Blonirgeli ifun Thomas J.
Prusa, '?nti Dumping" <http://www.nber.org/papers/w8398.pffiww_window:/>. Diakses tanggal 22
Februari 2010.

u H.S XertaA;oemen4 Ap. eit., hal 169.
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GATT mengafur p€rihal tata cara dan pelaksanaan anti-dumping yaitu

Pasal VI CAT*I.25 Pasal VI GATT ini telah dilakukan melalui perundingan

multilateral yang menghasilkan Agreenzent on Implementstion of Articte W atuu

yang lebih dikenal sebagai Anti-Dumping Code (ADC). Pasal ini mengatur

prasyarat yang harus dipenuhi sebelum suatu negara berhak membebanlian bea

masuk anti-dumping. Yang terpenting dari prasyarat ini adalah bahwa tindakan

pembebanan bea masuk anti-dumping tersebut baru dapat dilakukan setelah

dibulctikan dengan jelas adanya kerugian (injury) yang dihasilkan dari barang

dumping tersebut. Gleh karenany4 tidak ada pembebanan bea masuk anti-

dumping untuk barang yang tidak mengakibatkan kerugian.26

PasaM GATT ini, dalam perkembangan perunciingan, iernyata

dirasakan tidak mampu untuk mengatur masalah antidumping. Ketentuan pasal

ini bersifat sumir sehingga diartikan dan diterapkan secara tidak konsisten.27

Banyak negara peserta GATT (cantracting parties) mulai merasa bahwa negara

anggo'ui iainnya mener-apkan ketentuan anti-dumping sebagai suatu cara yang

efektif dalam meningkatkan hambatan baru perdagangan.tt Oleh karenanya,

ketentuan Pasal W ini perlu kiranya dipertegas serta diperluas lagi.2e

23.2 Putaran Kenedy (The Kennedy Roand)

Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan anti-dumpirrg akhirnya

disepakati pada Putaran Kennedy30 tahun 1967. Pada putaran ini dihasilkan

kesepakatan yang dinamai dengan Agreement on Implementotion oJ'Article VI oJ'

the General Agreement on Tarffi and Trade atau yang kemudian dikenal

dengan The Kennedy Round Anri-Dumping Code. Persetujuan ini arencoba

untuk mengklarifikasi ketidakjelasan (ambiguities) ketentuan dari pasal VI

" Pasal VI GATT 1947.
tu Clive Stanbrook dan Philip Bentley, Dumping and Subsidies (The Law and Procedures

Governing the Imposition of Anti dumping and Countervailing Duties in European Community),8d.3,
(London: Kl uwer Law' internaiionai Ltn, 2005), hal 2,

'' M. Trebilcock dan R. Howse, The Regulation of International Trade, (Routledge, 1999) hal
167 dalam Peter Van Den Bossche, Ap. cit., hlm 515.

tt John H. Jackson. The World Trading System: Lm+, and Policy of lnternational Economic
Relation, Ed.2, (MIll997), hlm 256 dalam Peter Van Den Bossche, Op. cit., hal 515.

'n H.S Kettad;oemena Op. cit., hal 169.
30 Terdapat beberapa putaxan besar dalam negosiasi perdagangan multilateral GATT yaitu

setelah Konferensi Jenewatahun 1947:PutaranAnnecy tahun 1949, Putaran Torquay tahun 1950, Putaran
Jenewa tahun 1956, Putaran Dillon tahun 1960-1961, Putaran Kennedy tahun 1964-1967, Putaran Tokyo
tahun 1973-1979, dan Putaran Uruguay tahun 1986-1994. Clive Stanbrook dan Philip Bentley, Op. cit.,
hal 3.
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CATI dan juga arensota nenghilangkat inkotsistensi fralrlraa antidrmping

domestik pta cortrrcting partie s.3r

Percetrijuari iiii terdirt'dtri 14 halarna$ dan 4613 k*E?'daii melenigkapi

ketentuan pasal VI GATI dengan menetapkan persy'aratan prrosedural yamgtr,fr

rmtuk mGlakiikah investigasi antidumping.3t Neniftt demftian, hal t@enting

daJi pers€aduan ini adalah p€ngerufim adanya kehanrsan bagi negara

pewmdatangnn (si'gwory porties) untuk m'enrbah ketentuan antidrmrping

mc,reka agm scsuai (corforn) dengan ket€ntua persetujual ini.s Pcrsetujuan ini

keurudian diaildafangani oleh l7 stgnnory patries.3s

2JJ Putaran Tokyo (The Tohyo

Pada piitaraii antidumping kernbali

mengalami af Antcle W of tlu

Gadral 1979, ydng

kemudian Persetujuan ini

men$gantikaii

Code.

Anti-Diniing

dan prosedur tent
'i;=;i;5;:riL,kini &! iri snas l7 helanan

''=,.=1.::--

aliperliias.36 fa $iin 411+frt
a. .  -a '- a'=:..=. -:.

dan 6712 l<atr37 rn yang dirasakan dalam

persetujuan baru ini, "- dihanrsftan unfuk

mengadopsinya sehingga poties menerapkan dan

riielaksalrakan p€rsetujuan ini.3E

3t Ra; Bhala, hilerndiotut Tr& Law: Tleory atd Practice, U2, Vol.l, (D,envers: Lexis
Publishing; 2000), hal E25.

" Iba.
33 rbid_
3a Clive Stanbrook dan Phitip Bentley, Op. cit., hal3.
,t lbid

11 Uia.,hal 4. Lildj.uga.BajFhalq Qp. cit., h.al826.., -
" James R. Durling dan tv{arfpw R- Niceln Op. cit.,l:ril3.
3t Terdapat ?5 contrrctitg Wties yang menandatangani persetujuan ini. Mereka adalah Ame-

dka S€rikat, Australia, Austia, Brazil, Cekoslowakia, Ewopean Connunity @C), Finlandiq Hong
Kotg; Hungaric Indi4 Jepeng; Kanadq Konea M€ksiko; Me*ir, NorrrWiq, Pakistan, Polandia Rumania
Selandia Baru, Sinppura, Splryol, Swedia, Swiss, dan Yugoslavfa. Raj Bhala Op. cir, bal C2G827.
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2.3.4 Putaran Uruguay {The Uruguuy Round)

Perkembangan ekonomi dunia pada awal 1980-an yang diliputi oleh

permasalahan yang semakin kompleks telah menimbulkan permingan yang ketat

di bidang perdagangan intemasional. Beberapa praktek prdagangan yang tidak

jujur, diantaranya prakFk dumping, semakin banyak digunakan sebagai langkah

menghadapi persaingan ketat. Hal tersebut dirasakan kurang dapat diantisipasi

oleh ketentuan'ketentuan dalam Tke Anti-Dumping Code.3e Identifikasi

permasalahan yang diungkapkan dalam sidang negosiasi antar Negara-negara

p€s€fta yaitu:m

a^ Masalah yang timbul dalam rrerreryW1 determination of injury;

b. Masalah yang timbul dalam penge*ian domestic industry;

c. Masalah yang timbul berkaitan dengan inisiasitindakan antidumping:

d. Retevansi batasan pengcrtian A'ri'rnping dengan k€fyataan yang terjadi dalam

dunia bisnis sa6t ini, karena s€ma{dn banyak para eksportir menghadapi

ancaman tindakan antidumping ketika hendak memasuki pasar luar negeri;

e. Klarifikasi dari cakupan like producrs terutama dalam kaitannya dengan

barang-barang komponen ata[ sriku cadang yang diimpor, serta dalam

hubungannya dengan masalah perbardingan harga dan penentuan injury;

f. Masalah tranparansi dalam pe*gambilan tindakan anti{rimping;

g. Perbaikan dalam ketentuan yang mengatur pelaksanaan investigasi anti-

dumping khususnya di tempat eksportir;

h. Penegasan ketentuan batas waktu untuk menjawab kuisioner antidumping;

i. Masalah yang berkaitan dengan batasan dzn threat atau ancaman terhadap

moterial injury;

j. Pertaikan ketentrian mengenai Frsyaratan unfuk upaya persetujuan

penyesuaian harga Qtrice undenaking);

k. Perbaikan ketentuan mengenai bemrnya level af anti-dumping daties;

l. Perbaikan ketentuan mengenai waktu berlakunya (duration) suatu tindakan

anti{umping;

" Diantara 6 agreemert yang dipilih dali 9 agTeement dzn arrangement hasil Tokyo Roun4
salah satu diantaranya adalah Agreement on Implementation of Anicle YI of the GATT (drkenal sebagai
Anti-Dumping Code). H.5 KerNadjoemen4 Op. cit., hal 17 0-172.

* Ibid,harrT2-r73.
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m. Penegasan dan perluasan atura{ yang berkaitan dengan perkembangan baru

dalam praktek bisnis internasional. yaitu:

1\ Assembly operations;

2) Pengalihan aktifitas penjualan oleh industri di Negara pengekspor kepada

suatu perumhaan di Negara pengimpor yang sesungguhnya perusahaan

tersebut terpisah secara hukum dari perusahaan induk;

3) Tindakan peningkatan impor yang dilakukan sebagai upay'a antisipasi

anti-dumpin g (cnt i- dump ing me as ure s).

n. Masalah yang beitaitan dengan batasan pengertian related c'ompany- dan

treatment of sales;

o. Perluasarr aturan anti.dumping terhadap perbuaran dumping yang dilakukan

oleh suatu perusahaan serta perluasan aturan terhadap praktek dumping

impor; ,

p. Perluasan tcetentilal'mengenai pengaruh inflasi dalam penetapan anti-

dumpmg. .

Penggunaan ketentuan The Anti-Dumping Code tersebut lebih banyak

diinanfaatkan sebagai pehgesahan tindakan anti{umping yang sesungguhnya

dipakai sebagai alat proteksi terselubung untuk kepentingan perlindungan

inclustri dalam negeri tefutama di negara maju.a' Keadaan ini dianggap

menghambat kelancaran,.arus perdagangan. 01eh karena itu selain perlu ada

perbaikan dan perluasan mengenai aturan-aturan main dalam The Anti-Dumping

Code, jugaperlunya suatu peningkatan disiplin terhadap aturan tersebut.a2

Luasnya permasalahan yang teridentifikasi dalam sidang tersebut,

mencemrinkan luasnya aspek kontroversial sehingga membuat perundingan anti-

tlumping menjarJi salah satu substansi yang paling sulit dilakukan tli bidang

rules.a3 Di sisi lain, banyaknya permasalahan yang teridentifikasi

menggambarkan betapa besarnla pe,rhatian negara-negara peserta akan

nt Secara dominan negara maju merupakan p€ngguna tindakan anti-dumping sedangkan negara
berkembang merupakan Erget dari tindakan anti-dumping tersebut. Semenjak bulan Juli 1980 sampai
bulan Juni 1988, terdapat hampir sekitar 1200 inisasi aksi anti-dumping. Hal ini telah meningkatkan
ketegangan antara Utara:Selatan. Lihat Peter Van Den Bossche, Op. eit., hal 515.

ot H.S Kerta-dloemena Op. cit., hal 170-172.
o3 tbid. hat ti:.
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permasalahan anti-dumping dan juga besarnya kepentingan negara-negara

tersebut akan masalah anti-dumping.

Perbedaan pandangan dan kepentingan yailg besar di antara para negam

peserta menjadikan perundingan masalah anti-dumping sulit untuk mencapai

kata sepakat. Suatu langkah akhimya diambil oleh Ketua Kelompok Perunding

untuk menyusun drafi tnks tersendiri yang akhirnya dimasukkan dalam Drafi

Final Act untuk keseluruhan subsfansi perundingan Putamn Urugtny. Drafi

yang baru ini mencoba untuk memperbaiki berbagai kesulitan mengenai

interpretasi ketentuan dan penerapan The Anti-Dumping Code yang dialami oleh

berbagai negar4 ** 
.t:*..,'.*.?,,3J=1,4T, 

pengalaman negara yang

mempergunakan aturan antidumping maupun negara yang ekspornya terkena

semua tindakan anti{umping baik yang hrsifu sementara (preliminary)

ataupun yang zudah final kepada Commtittee in Anti-Dumping Practices.a6

Oron finit'ecr untuk-'kestunrhan'ssbstansi pe-trmOingan Putaran

Uruguay tetah dikeluarkan pada bulan Desernber 1991. Namun demikiaru

menjelang akhir tahun lVm wn1a7 4+ .Se{i!4t..kemtrali mengajukan

usulan perubahan suUstansi atas draft=.pegaa;ian,,t dumping.a? Negara

berkembang pada umumnyu i n-.teUeraou negara maju seperti Jepang dan

Norwegia menolak pembahasan mengenai uzulan Amerika Serikat ini. Namun

atas tekanan pihak Amerika Serikat, akhirnya beberapa hal dari usulan tersebut

kemudian diajukan ke sidang Head of Delegationuntuk mendapat keputusan.a8

Pada sidang Trade Negotiation Committee tanggal 15 Desembr 1993,

sebagai sidang terakfrir dmi proses negosiasi, teks perjanjian bidang anti-

dumping ini kemudian dimasukkan ke dalam Finol Act.Isi perjanjian tersebut

* Ibid, tmit r73-17i.
n5 lbid.. hal r78-r79.
* Ibid,berr79.
n' Ibid, Usulan Amerika Serikat meliputi 1l hal antara lain: standsd or review, cnti

circumvention sunset, standing curnmulation start up, below cost sales test, termindion of
irwestigations, price averaging, dan profit for constnrcted value.

n" Ibid, hel r8o-
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sectna substantif tidak banyak berbeda dengan yang telah terurai dalam Drafi

Final Act, kecuali perubahan yang disepakati dalam sidang Head of Delegatian

untuk mengakomodasi kehendak Amerika Serikat.ae

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dikatakan bahwa masalatr anti

dumping dalam Putaran Uruguay mempakan isu yang paling kontroversial

dalam agenda perundingan. Posisi yang diambil oleh para peserta sangat

beragam.s0 Perang kepentingan antar negara anggota membuat perjanjian di

bidang anti{umping harus diakhiri dengan tindakan kompromis. Perjanjian baru

anti{umping hasil dari Rrtaran Uruguay5r ini dapat dikatakan

menggambarkan kompromi dari berbqgai srdut pandang. Diperkirakan pada

tahun-tahun menddang kita akas xfq m4ngar kasus anti{umping dimana

Negara berkembang meru@an pihk yang ditrlduh.s2

2.4 Dumping llalam Kcrang*a }VTO 
. 

'

Ketentuan mengenai anti{umping.dalqr WTO diatqr dalam Pasal VI

GATI 1994 dan Agreement on Implementtt'wn af Aiiicle W af GATT 1994 atau

yang lebih dikenal d€nryn tlv Anti.Vtanf@Agreenlent (ADA). '

Dumping diyakini sebaSai.,1111!y teAtaqn yang dit€.?rtukan oleh suatu

perusahaan, salah satunya dirnaksudkan agar @rzCIg yang diekspor diterima di

Negara yang ditujus3 Oleh,sebab'ihr. ke-bijakan $.lmping tidak diatur dalam aturan

4e u.S fertad.losrnen4 lbid", hal 179.tE{.
to Beberapa p€s€rta mengiaginkan unark m-*permuOan tindakaa anti4umping

(Am€rika Serikat dan Masyarakat Eropa/EC), sementara yang lairmya menginginkan penerapan disiplin
yang lebih keras (Jepng, Korea Hmg Kong dan Cina). Petsr Van Den Bossche, Op. cit., hat 515. Dapat
disebutkan pula bahwa kepentingan para negara pesqta terbagi atas tiga kelompok utama, yaitu
memperluas Tle Adi Dumpirry Code agar mencakup materi-materi aktual yang telah diatur dalam
perundang-un&ngan mereka; mencoba untuk memhtasi beberapa ketentuan anti dumping; mencoba
untuk menjembdani kepentingan kdua kelompok lainnya. Edwin Vermulst (2), The Uruguay Round
Agreement on Anti&mping and ks Likely Impct on Ewopan Community and lJnited States
Anti&mpi.ng Low and Practice, Januari, l9V2hal l-2 dalam Sukami, S.H., M.Hum., Op. cit., hal 31.

" Putaran Uruguay, tidak seperti sebelumny4 merupakan satu paket dimana para negara peserta
" harus menerima keseluruhan isi hasil perundingan t€rsebut. Untuk alasan ini, maka perjanjian pendukung

(suppor"ting t€rutarna antidumping dan subsidi, digunakan istilah agreements bukan lagi
Codes. Clive Stanbrook dan Philip Bentley, Op. cit.,hal 4.

tt H.SKertad;oemen4 Op.cit., hal 1Sl.
s3 Sebagaimana merupakan praktek yang kadangkala terjadi dalam kasus hrduhan dumping

terhadap barang komoditi ekspor Indonesia di luar negeri. Tujuan dilakukan dumping antara lain
meningkatkan jumlah penjualan dan keuntunga4 menghambat baru untuk masuk dalam
pasar itu atau dalam rangka untuk mematikan perusahaan sejenis di luar negeri. Lihat Christhoporus
Barufu, SH., MH., "Dumping Dalam Perdagangan Iniernasional Dan Mekanisme Penyelesaian Seugketa
Dumping Melalui World Trade Organization", &rnal Huktm'Intemasional (Indonesian Journal of
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WTO, dan WTO tidak melarang adanya prakek dumping.s Aturan yang diatur

dalam WTO, s€cara umum hanya membebankan kewajihn kepada Negara anggota

WTO dan tindakan yang dapat diambil sebagai anggota WTO. Aturan WTO tidak

menyebutkan aturan yang mengatur tindalmn yang harus dilakulsn oleh suatu

perusahaan.

Namun demikian, dikarenakan praktek dumping pada kenyataannya dapat

mengakibatkan kerugian tedradap indushi domestik negara pe,ngimpoa maka

ketentuan pada Pasal VI GATT 1994 menyatakan bahwa terhadap praktek dumping

ters€but dapat dipersalahkan.55 Hanyarcrhadap praktek dumpingyangmenyebabkan

kerugian inilah suatu negara melakukan tindakan antidumping.

Oleh karena itu, Pasal W ruatu kerangka aturm

anggota WTO dapat

tindakan anti-

g.* 
i .  ' '

'o' :::.:=---

Suatu negarar'wJdan

untuk memiliki

Begitu pula

juga penbebanan=Fifu *o
:'l:'-:-,'

ffim p"rfut domestiknya.s?

l^ paket dengan kaentuan hsal VI GAI-T

secara serta merta atm ,oioryafiF-t
mengadopsi kete,ntuan

Tindalffr antidumping berdasarkan keadaan

diatur dalam Pasal VI GATT 1994 dan harus sesuai dengan prosedur

penyelidikan yang dilakukan menurut ketentuan Agreement ini.se Oleh sebab itrl

bila negara anggota WTO menginginkan untuk dapat menerapkan ketentuan atau

Intemational Law), Fakultas Hukum Universitas Indoneiq Lembaga Pengkajian Hukum Internasional,
Volume 4, Nmor 2, (J al<*tx, Januari, 2N7'), ful 37 5.

' s4 Petur Van Den Bo*sche, Op. cit., hal 5f4-516.
55 Pasal Vt GATf 1994.
s Pet€r Van Den Bmsche Op. cit., hal 516.
5, Ibid
5E Edwin Vermu$ Op. cit., hal 4.
5 Artiele I ADA yang menyebut*an bahwa: An anti funping measwe sholt be applied onty

tm&r circwnstarces prwi&dfor in wticle W af GATT 1994 otd pursuwtt to ituestigdion initiated md
condrcted in rccorfutre with tle prwisions of this Agreemen . Tlw follanring prwisions gwern tla
qplicdion of Article YI of GATT 1994 in sa far as rction ls taken under ani &nnpiry legislaian or
regulaion
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atusan mengenai antidumping negara tersebut harus memiliki peraturan domestik

yang tidak bertentangan dengan ketentnn WTO yang ada Kete,lrtran-ketentuan

inilah yang menjadi acuan atau dasar bagi s€tiap anggota WTO untuk

mengimplementasikan permasalaha antidumping hik maupun

substantif dalam peraturan domestiknya

2.4.1 Penentuen Dumping

Cara yang dilakulen rmfirk me,mahami dan mencari tahu seberap besar

dumping yang telah terjadi adalah dengan membandin*an harga jual produk

tersebut di pasar domestik (negila dan di negam pengimpor.

Namrm demikian" p€rhihngan jarang abu bahkan hampir tidak

mmgkin ditemukan dalaq.

Dalam memerlukan

menentukm

diperlukan guna

value) dan

juga harga

perbandingan
rypat dilakukan

@i@ satnormal

S.arbt; tnnnal valwvalue hn

dan exprt price inilah yang

Perhifimgan

metode, yaitu:63

a- Pe6ardingan antara.. s$;
value danexport price (wei;

b. Peftandingan antara trotscrction to tr@tsrctioq

export price (tronsaction to tronsaction metho$.

average) dari wrnal

wreTage metlnd);

dwi rcrmal vafue du

60 PerMingan wajar antara rcrmal valrc fui uport price harus dilakulon pada tingkat
pereagmgan png sama (rie sone level of tr&), umunnya pda a-f*tor7 level dan terhadap penjualan
yang sodelat mungkin dilakulon pada saat ysng sarna- Dikrenakan numal volue &s export price pda
dasarnyamcupakan harp kotu (grass priee| yang diterukm di psar, seperti tercatm &lun iwoice
dan dohmen pcdagaogan lainnyq maka kemudianpedu dilaknkan penyesraianharga Biaya-biayayang
t€rlsndung dalam harga teffebut seperti biaya pcngirinaD dll. akan dihrangkan" Pda pralcel<nya"
umumnya segsla biaya atau pcngcluanan Sang t€rlondung &lam harga alran dikuranglsn mmpai
mensmuksr huga pada saat pro&* tasehrt pertana kali kelus dai pabrik afau yang dikeml &rry;n ax-
fwtory pq.ice. Anicle 2.4 ADA dan Edrdn Yumulst (f), Op. cit., hal 46.

o' Pet€r Van Den Bocsche, Op. cit., hal 51E.
62 Dunping margin begi& pffting rnnrk dipahami kffia besarnya bea maquk aoti-dumping

yang dapat dib6bad6ar kepda produk &mping adalab maksimal s€besar enping nugin. Dwnping
mogin brantrya ditcntukan dalam bentuk persentase (7o).

8 Articlez.4.z{D{.
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2.4.2

* Ibid.
65 Footnote 9 ADA. ADA memberikan petunjuk dan pengaturan lebih lanjut atas material injury

dan threat of material injury tetapi tidak untuk material retardalion. Materiol retardation, faktanya
sangat jarang ditemukan dalam sejarah anti dumping. Peter Van Den Bossche, Op. cit., hal 528 dan 533.

* Article 3.1 sampai 3.4 ADA

2.4.3

Namun demikian, untuk keadaan tertentu, metode perhitungan dumping

margin dapat dilakukan dengan membandingkan weighted average dari normal

value dengan transaksi ekspor secara individual (targeted dumping). Metode ini

dengan kata lain menggabungkan dua metode yang yang telah disebutkan

sebelumnya.e

Injury

Sebelum menerapkan anti-dumping duty, Negara pengimpor harus dapat

menunjukkan bukti bahwa barang impor 1"ang dijual dengan harga dumping

telah mengakibatkan dan/atau menimbulkan ancaman injury terhadap industri

dalam negeri. Injury dalam ADA didefinisikan sebagai tiga hal, yaitu kerugian

material (material injury) terhadap industri domestik ancaman kerugian

material (threat of material injury) tertradap indusrri domestik. dan hambatan

material (mate rial le tdrdation) terhadap pendirian industri domestik.65

Terdapat'2 pertimbangan untuk menyatakan terj adinya inj ury :6

a. Telah tedadi peningkatan yang nyata (significont) atas impor barang

dumping, baik secara absolut maupun relatif:

b. Harga dumping dari barang impor telah menyebabkan terjadinya penurunan

harga(price under cutting): d4ll produk dalam negeri di pasar dalam negeri.

Dalam penyelidikan anti-dumping, penentuan ada tidaknya kerugian

dalam hal adanya dumping sangat p€nting, karena jika temyata dumping dapat

dibuktikan tetapi tidak ada kerugian, maka bea masuk antidumping tidak dapat

diterapkan.

Csussl Link

Suatu tindakan anti-dumping hanya dapat dikenakan terhadap produk

dumping yang mengakibatkan kerugian. Namun demikian, perlu pembuktian

lebih lanjut apakah ryury yang diderita oleh industri domestik tersebut benar-

benar diakibatkan oleh produk dumping yang bersangkutan. Oleh karena itu,

hubungan kausalitas (causal link) antan produk dumping dan injury yang terjadi

menjadi sesuatu yang sangat penting dan tidak terpisahkan.
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Causal link arfiarc dumping dan injary harus dapat digambarkan atau

didemonstrasikan. Demonstrasi causal link ini harus didasarkan pada

pemeriksaan terhadap semua bukti yang relevan. Pemeriksaan juga harus

dilakukan terhadap faktor-faktor lain, selain produk dumping, yang diketahui

pada saat yang bersamaan mengakibatkan ryury terhadap industri domestik.

Injury yang dihasilkan oleh faktor-faktor ini tidak boleh dimasukkan atau

diperhitungkan sebagai akibat dari produk dumping tersebut.6T Faktor-faktor

tersebut antara lain volume dan harga,.impor produk yang tidak dijual dengan

harga dumping, penyusutan permmtaao atau perubahan pola konsumsi, dan

perkembangan teknolqei &n liryja i{ryor s41 prgduktifitas industri dalam

negeri.ff

2.4.4 Penyelidiken Anfumprns( ..,/,rydualirts ly6l{ ron)
Penyelidikan anti{umping oleh suatu *d1n yang memang

diberikan kewwngan rmtt* melakutan penyelidikan tersehrt Penyelidikan

anti{umping umtmnya diawdi fugan adanya permohonan atau aplikasi

tertulis yang diajukan oleh atau:das ry 
iadusffi domestik.#'Namun demikian"

untuk keadaan tertentu penydidikaa' dqet'Aif*ot- sebagai inisiatif dari

authorities.To
a ' .  a -

Permohonan terhrlis': tersebut harus berisikan bukti adanya dumping,

tnjury dan cawal link.Tr Kemudian,'''q4lxt'rities harus menguji keakuratan dan

kelengkapan dari bukti yang ditunjukkan dalarn guna menentukan

ut Peter Van Den Bo*sche, Op- cit., hal 533.
"' Article 3.5 ADA.
6e Dimulainya penyelidikan anti-dumping harus didasari pada tingkat dukungan dari para

produsen domestik dan juga produsen-produsen yang menentang pengajuan permohonan dimana
permohonan tersebut t€lah dibuat oleh atau atas nama domestik industri, yaitu bila permohonan tersebut
didukung oleh para produsen domestik yang menghasilkan output produksi secara kumuldif lebih dari
50% daxi total produksi produk sejenis baik yang mendukung atau m€nentaflg permohonan penyelidikan
tersdut. Namun demikiaq penyelidikan anti-dumping tidak akan dimulai bila para produsen domestik
yang mendukung permohonan penyelidikan hanya mewakili kurang dari 25'/o dari total produksi produk

- sejenis tersebut yang diproduksi oleh industri domestik. Article 5.4 ADA.
'" Aulhorities hanya dapat melakukan penyelidikan semac€un ini bila dirasakan telah ada bukti

yang cukup akan keberadaaan &rmping,injury dancatsal link.LihaIArticle 5.6 ADA.
" Article 5.1 ADA. Permohoaan tersebut juga haus, jika memang t€rsedi4 berisikan informasi-

informasi penting yang diperlukan yaitu antara lain: identitas pemohon d"n penjelasan besarnya volume
dan nilai produksi domestik dari pemohon; deskripsi lengkap produk yang dituduh dumping beserta nama
negma dan eksportir atau produsennya dan juga nama-nama importirnya; informasi mengenai harga jual
produk tersebut di negara asal; dan perubahan harga beserta dampak dan konsekuensi dari dampak
tersebut terhadap industri domestik yang ditunjukl<an melalui faktor-faktor yang relevan. Lihat Article 5.?
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apakah sudah cukup bukti untuk memulai dilakukannya penyelidikan anti-

dumping.T2 Permohonan penyelidikan anti-dumping harus ditolak dan

penyelidikan harus segera mungkin dihentikan bila ternyata authoritier merasa

tidak cukup bukti atas dumping dan injury.}' Bilu authorities telah merasa puas

akan permohonan dan cukup untuk memulai penyelidikan anti-dumping, maka

negara asal produk dumping tersebut dan juga pihak-pihak lain yang

berkepentingan harus diberitahukan. Kemudian authorities juga wajib untuk

memberikan public notice akan hal tersebut.Ta

Dalam melakukan penyelidikan. authorities memerlukan atau

menggunakan data dalam kurun waktu tertentu (period of irwestigation) guna

dijadikan dasar acuan dalam menentukan eksistensi baik dumpr'ng maupun

injury. Pemilihan kurun waktu yang diperlukan untuk penyelidikan eksistensi

dumping dan injury merupakan elemen yang krusial. namun sayangnya ADA

tidak mengatur msngenai aspek penting ini. Dalam kenyataan yang sering terjadi

dalam kasus dumping, period of iwestigation mentpakan hal yang kadangkala

dilakukan pelanggaran, yaitu melewati jangka waktu yang telah ditetapkan.

Untuk itu, The Committee on Anti-Dumping Practices mengadopsi suafu

rekomendasi yang dinamakan Recommendotion Concerning the Periods of Data

C o ll e c t ion for Ant i - D ump ing I rw e s t i gati o ns.7 s

Periode pengumpulan data untuk penyelidikan dumping ditentukan

normalnya tidak lebih dari 12 bulan dan tidak kurang dari 6 bulan dan

berakhimya sedekat mungkin dengan tanggal dimulainya penyelidikan anti-

dumping. Kemudian untuk penyelidikan injury, periode pengumpulan data

ditentukan normalnya setidaknya 3 tahun kecuali pihak atau sumber darimana

data tersebut dikumpulkan hanya memiliki data untuk waktu yang lebih pendek.

Namun demikiarL untuk keadaan tersebut harus setidaknya mencakup

keseluruhan periode pengumpulan data untuk penyelidikan dumping.

Dalam melakukan penyelidikan anti-dumping, authorities memeriksa

dan meneliti semua data pendukung guna mencari eksistensi dan dumping,

'' Article 5.3 ADA.
" Article 5.8 ADA.
'o Article 12.l ADA.

" G/ADP!6, diadopsi oleh The Committee on Anti Dumping Practices pada 5 Mei 2000. Peter
Van Den Bossche, Op. cit., hal 538.
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Wury, dancausal li*.Bilatenryata pada saat penyelidikaq outlnrities melihat

adanya indikasi ketiga unsur tersebut maka ia dapat mengelua*an keputusan

sementara Qtreliminary determinaion). Keputusan ini digunakan untuk

mengambil suatu tindakan seinentara Qrwisional afti entp@ rneastres'y gwra

mencegah kerugian lebih laqiut hingga nanti tercapai keputusan funl (firnl

determfuaion) terhadap eksistensi ketiga unsur tersebut

Penyelidikan antidumping harus s€gera diakhiri bila mtlnrities

mene,mukan terdapat de minimis *av rc gl igible import valwne.

Yang dimaksud dengan d adalah dunping margin

yang besarnya turaqg. S€danekan rcgligible

import volume

negara kurang

ins dari ruatu

volume

bulan, seharusnya .ffoduk yang dituduh

dumping tersebut akan

tidak demikian pada praktek

terlewafl€n dan belum ada keputusan eal<ah akm membebankan tindakan anti-

dumping atau tidak terhadap prduk yang ditrdutr dumping tersebut.

Tindakan Antidumping (Arrti4wrrping Measwes)

WTO memperbolehkan suatu Negara untuk melakukan tindakan anti-

dumping terhadap praktek dumping yang dapat mengakibatkan Wury pada

indusfi domestik Tindakan antidumping tersebut a&lah prcvisional rneasures,

priee undertakings, dan definitive oti-&mping duties.78

Pravisional measures (tindakan sementara) merupakan tindakan

pengarnanan s€mentam yang dilakukan guna menghindari kerugian lebih lanjut

'u article5,SADA
77 Articles.loADA.
tt Yan Den Bossche, Op.cit.,hal 517-518 dan 541-549. "

**T +q.k4t.a'*i-=@-ioe atau tidak Namun

tes&a@:ry, mnrsa waktu 18 bulan ini s€ringkali
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akibat pduk dumping.Te Sebelum meneraplcan provisionol measures, harvs

dilalskan penyelidikan dimana hasil sementara mengindilcasikan adarrya

eksistensi dari dtnnping, irytry, dan causal linkw Berdasarkan indikasi tersebut,

maka authorities memutuskan bahwa perlu untuk mengenakan tindakan

sementara guna mencegah dan menghindari terjadinya kerugian lebih la4iut.

Penerapanprovisional measrres ini berupa pembebanan bea masuk anti-

dumping sementara (BMADS), dapat benrpa jaminan yang berbentuk casft

deposityangbesarnya 8t Pembebanan ini tidak dapat

dilakulon sebehrm 60 hari=si dan jangka waktu

pembebanan tidak tertentu dapat

diberlakulmrt

Price

outlnrities met

dihapuskan.E2 S

meirgindikasikan eksistftl

Tindalen

&finitive pengenaan anti-

dumping telalt

Pembebanan bea masuk

ryaleh m€mang diperlukan untuk membebanlcan bea masuk anti-

dumping.s Terbuka kemungkinan bila ternyata otoritas yang berwenang

merrutuskan untuk tidak membebankan be masuk antidumping walaupun telah

terbukti adanya dumping dan mengakibatkan kenrgian.

B ArticleTADA.
& Atticle 7.1 (ii) ADA.

" tr A*icte72 ADA.
e Article 8.1ADA.
o ArticleS2ADA.
84 Article 9.1ADA
E5 Oldr l€r€na ifiL banyak negara anggota WTO yang menerapkan ptbtic idercst asr seb€lum

membebankan bea masuk anti dumping t€rhadap suatu produk dunping. Jadi walaupun telah dibuktikaq
admya dumping dat jup kerugian 1ang diakibdkan oleh pro&rk drmpmg tersebut, kepufrsan unnrk
mernbebankan bea masuk anti dunping tergantung dr.ihfiil public iftercst test $egatapengimpor. Pada
kenyataannya, memarrg di hampir semua kasus hasil darr Wblic i*rcst te* mafivktngpembebanan bea
masuk anti dumping Edwin Vermul*, (l), Op cit., ltoll l7l.

, aaiffiialink.a
t*ipe*"*n** 

oleh WTO adalah
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Terhadap pra*fek dumping yang terjadr, WTO memperkenankan

anggotanya untuk melakukan sanksi berupa pemberlakukan bea masuk anti-

dumping terhadap barang impor yangterindikasi kuat telah terjadi dumping. Bea

masuk anti-dumping tersebut dibebankan kepada setiap produk yang telah

terbukti dumping dan mengakibatkan kenrgian (rnn-discriminatory basis).86 Bea

masuk antidumping umunnya dikenakan s@ara individual dan dengan besaran

nilai yang berbeda tergantung dumpW margin yang ditemukan pada produk

dumping tiap-tiap ekspo*ir.87 Namun,dcleq keadaan tertcntu dimana sulit untuk

dapat menerapkan hal tersebut, *p..t l*** sangat banyaknya eksportir yang

juga berasal dari berbagei macm negra maka pengeman bea masuk seperti

diatas dimungkinkar untutr iiOat Oitertatut<an.s

Bea masuk mti-d"*pi"g ini pada dasarnya hmya dapat dikenakan

setelah f,usil penfenaitun Aurnping baik pelininqt &terminaion maupun

final determi*inl'^|,"^njukkan eksis€nsi &mp@, WwV dan cousal tink.

dumping. Autlnrities harus melakukan peninjauan (r*iew) terhadap perlu

tidaknya dilanjutkan pembebanan ba masuk anti{umping. Review ini dapat

diajukan baik berdasarkan inisiatif sendiri ataupun permintaan dari pihak-pihak

yang berkepentingan. Bila hasil review menunjukkan bahwa keberadaan bea

masuk antidumping tidak lagi diperlukarL maka sesegera mungkin bea masuk

tersebut harus dicabut.el

* Article 9.2 ADA. Pengecualianny a afulah bila sebelumnya telah ada price un&takings.
"' Ihid-
tt Article 9.2 ADA.
E' Peter Van Den Bosschg Op. cit., tral544-
* Article 10ADA.
nt Article11.2ADA.
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2.5 Ketentuaa Aati-Dumping Di Indonssia

Indonesia secara resmi telah meratifikasi Agreement Establishing The World

Trode Organization (Persetujuan WTO) ke dalam peraturan domestik melalui

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing

The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan

Dunia), termasuk didalamnya peraturan mengenai antidumping-

Suatu Negar4 termasuk Indonesi4 pada dasarnya tidak secara otomatis

tunduk terhadap aturan antidumping WTO. Suatu negara yang ingin dapat

menerapkan tindakan antidumping, maka negara tersebut harus menyesuaikan

aturan domestiknya agar sesuai dengan.ke--+E-nluan WTO sebagaimana tercantum

dalam Ani4umping Code (1|!!)@ 18A yang mewqjibkan negara anggotanya

bagran kelima yaitu pada Pasal l8, Pasal l9 dan, Pasal 23C Undang-Undang Nomor

l7 tahun 2006. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tidak mengatur secma rinci

mengenai antidumping. Dalam UnOang-UnAang tersebut hanya mengatur mengenai

syarat, besaran bea masuk antidumping (BMAD)u dan pihak yang berwenang

menetapkannya. Undang-Undang 1;ilxiqlqfdatkan adanya pengatunan lebih lanjut

mengenai antidumping yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun

1996.

Sebagai pelakmna peraturan antidumping melibatkan beberapa lembag4

mulai dari teknis administrasi hingga lembaga pengambil keputusan setingkat

Komenterian. Lembaga-lembaga yang terkait dengan pelaksana peraturan ant!

dumping adalah:

a. Komite Anti Dumping Indonesia (KADI).

KADI merupakan lembaga teknis yang diamanatkan untuk dibentuk oleh

Bab II Pasal 6 dan 7 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996. Pasal 6 avat

t Yulianto Syatryu, Huhrm Anti-Dumping Di Indonesiq Anolisis Dan Panduan Prafuis,
(Jakarta: Ghalia Indonesiq 2004), hal 95.
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(1) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 menyebutkan, bahwa untuk

permasalahan yang berkaitan dengan upaya penanggulangan importasi barang

dumping dan barang mengandung subsidi secara curang yang menimbulkan

kerugian bagi industri domestik yang memproduksi barang sejenis, Menteri

Perindustrian dan Perdagangan membentuk Komite Anti Dumping Indonesia.e3

Lebih lanjut, untuk menangani permasalahan yang berkaitan dengan upaya

penanggulangan importasi produk dumping maka Menteri Perindustrian dan

Perdagangan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini memb€ntuk Komite Anti

Dumping Indonesia (KADI) berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan

Perdagangan Nomor I 36/N,IPP/KEP / 6 I 199 6 tentang Pembenfukan Komite Anti

Dumping Indonesia yang telah diperbaharui menjadi Keputusan Menteri

Perindustrian dan Perdagangan Nomor 427 lMPPlKepl l0l2A0A tentang Komite

Anti Dumping Indonesia.

Tugas pokok KADI adalah:ea

1) Melakukan penyelidikan terhadap dugaan adanya barang dumping atau

barang mengandung subsidi yang menimbulkan kerugian bagi industri dalam

negeri sejenis;

2) Mengumpulkan, meneliti, dan mengolah bukti serta informasi mengenai

dugaan adanya barang dumping atau barang mengandung subsidi;

3) Mengusulkan pengenaan bea masuk antidumping atau bea masuk imbalan

kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan:

4) Melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan

Perdagangan;

5) Menyusun laporan pelaksanaan tugas untuk disampaikan kepada Menteri

Perindustrian dan Perdagangan.

Untuk melakukan tugasnya" KADI mempunyai fungsi sebagai berikut:es

1) Merumuskan kebijaksaniurn penanggulangan importasi barang dumping atau

barang mengandung subsidi;

e3 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 sebagai pelaksana dari Pasal 18-23 Undane-
undanguTnltr?:;'1ffJ",ffii"I"3:x"ffff;"" 

dan perdagangan Nomor 427/MpptKep/10/20;
tentang Komite Anti Dumping Indonesia.

nt Pasal 3 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 427/MPPlKeplrc2000
tentang Komite Anti Dumping [ndonesia.
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e^
f

2) Meneliti dan melakulran konsultasi penyelesaian berbagai pennasalahan

yang berkaitan dengan importasi barang dumping atau barang mengandung

zubsidi;

3) Mengawasi pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan

importasi barang dunping atau barang mengandung zubsidi.

Dalam melaksanakan tugas dan firngsinyq komite mempunyai

wewenang sebagai berikuts

1) Menyusun penjelamn lebih laqiut yang bersifat teknis dan afuinisfatif afas

ketentuan yang berkaitan dengan dumping atau zubsidi;

2) Melakukan pemeriksaaa" igg,+:g=€.!, penyelidikan terhadap pihak yang

berke,pentingan dan it dengan dumping atau

subsidi; :
::::: -:^-

4)

3)

s)

Meagusulkan,

6) Mengusulkan '@da

mencabut atau

masuk imhlan;

7' Menerbitkan dengan penanganan

dumping atau subsidi.

Ketua wakil ketuq sekretaris dan anggota KADI, diaogl<at dan

diberhentikan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan (saat ini adalah

Menteri Perdagangan).e7

b. Menteri Perdagangan.

KADI selaku lembaga penyelenggara tsknis adminisbatif yang

melakukan penyelidikan atas dugaan praktek dumping dalam melaksanakan

* Pasal 4 Keputusan Menteri PerindusEian dan Perdagangarr Nonor 427.IMPPlKdl0/2m0
tentang Komite Anti Dumping lndonesia-

t Pasal l0 ayat (1) Keprsusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 4zTlMPPlKWt
l0l2000 tentang Komite Anli hmping Indonesia
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tugasny4 bertanggung jawab kepada Menteri Perdagangan. Menteri

Perdagangan dalam kedudukannya memiliki wewenang sehgai beriku*e8

1) Memutuskan besamya nilai t€rten*u untuk pengenaan tindakan sementara;

2) Memutuskan menerima atav menolak tindakan penyezuaian;

3) Memutuskan besarnya nilai te*entu untuk pengenaan bea masuk anti-

dumping;

4) Memutuskan untuk menghentikan atau melanjutkan pengenaan bea masuk

antidumping;

5) Memutuskan rmtuk menghentikan atau melanjutkan pengenaan bea masuk

anti{umping dalam hal atau bea masuk anti{umping.

Kementerian Keuangan. 
.,

Selaku dalam

sebagai

l .  . l

liatffie

bea masuk

uang tunai,
:  aa: l_.=-.-a

s : :;.4; =__::::::

pembayaran bea

3) Menetadrm

d. Dfuekhr Jenderal B€adan

Selaku lemba$ yang berada di bawah pepartemen Keuangan, Dircldur

Jende,ral Beadan Cukai memiliki kewenangan sebagai berikufrm

l) Memungut bea masuk antidumping ssnentara &n bea masuk anti-dumping;

2) Menetapkan dan mengembalikan kelebihan bea masuk anti-

dumping sementara;

3) Menetapkan dan menge,mbalikan kelebihan bea masuk antidwrping.

Badan Penyelesaian Sengketa Fdjak.

s Pasal 17, 22, 26dan 33 Peratran Pemerintah Nomor 34 Tatrun 1996.
t Pasal 18, lg, 2A dan 27 Perafinan Peinerintah Nomor 34 Tatrun 1996.
t* Pasal 29 dan 3}Perafinan Pemerintah Nomu 34 Tahln l9!b.
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Keberatan terhadap penetapan bea masuk anti-dumping dapat diajukan

kepada lembaga banding, yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Pajalq yang

berfugas memeriksa dan memutuskan banding terhadap keputusan penerapan

bea masuk anti-dumping oleh pejabat yang berwenang.l0l

Selain 5 lembaga tersebut di atas, yang terkait dengan pelaksana peraturan

anti-dumping, terdapat 1 direktorat yang berada di bawah Kementerian Perdagangan

yang memiliki peran penting untuk menangani masalah dumping. Direklorat yang

dimaksud tersebut adalah Direktorat Pengamanan Perdagangan (DPP), yang

merupakan bagian dari Direktorat Jenderal Kedasama Perdagangan Internasional

Kementerian Perdagangan.

Secara umum, Direktorat Peqgamanan Perdagangan (DPP) memiliki tugas

pokok dan fungsi untuk menangani tuduhan negara lain dalam hal dumping. subsidi,

dan safeguards. Secara tebih rinci, Direktorat Pengamanan Perdagangan (DPP)

memiliki tugas pokok melaksanakan perumusan iebijatan. standardisasi, dan

bimbingan teknis ,tttu evaluasi di bidang pengamanan perdagangan. Untuk

melaksanakan tugasnya, Direktorat Pengamanan Perdagangan @PP) memiliki

fungsi sebagai berikut:

a. Pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan p€ngamanan perdagangan di

bidang pembuktian dumping, pembuktian kerugian, pelay'anan pengaduan,

advokasi tuduhan dumping, dan praktek perdagangan lainn-va;

b. Pelaksanaan penyiapan perumusan pedoman, standar. norrna kriteria dan

prosedur pengamanan perdagangan di bidang pembukrian dumping, pembuklian

kerugian, pelayanan pengaduan, advokasi tuduhan dumping. dan praktek

perdagangan lainnya;

c. Bimbingan teknis pengamanan perdagangan di bidang pembuktian dumping,

pembuletian kerugian, pelayanan pengaduan. advokasi tuduhan dumping, dan

praktek perdagangan lainnya;

d. Evaluasi pelaksanaan pengamanan perdagangan di bidang pembuktian dumping,

pembuktian kemgian, pelayanan pengaduan advokasi tuduhan dumping, dan

praktek perdagangan lainnya:

e. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangsa Direklorat.

'o' Pasai 35 Perafuran Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996;
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Di bawah ini digarrbarkan tingkup tindakan pengamarum perdagangaa di

Indonesi4 yaitu:

Diagram t

Lingkup Tindakan Pengamanan Perdagangan Di Indonesia

Sumben Direktoral Pengarmnan eerdagangaA Direkorat Jerfuat Kwjasarna Perdagangan
lnternasional, Kmenterian Perdagangm-

Selain peraturan-peratru"ar,.dq_uq pengattran: mengenai masalah anti-

dumping juga dapat diternukan pada p€raturan-peraturan pelaksana lainny4

khususnya pada tingkat Keputusan Menteri untuk pembebanan tindakan anti-

dumping.

2.6 Penyelesaian Sengketa Tuduhan Dumping Menurut WTO

2.6.1 Mekani.smc Penyelesaian Sengketa Di WTO

Sejak sebelum UruguayRound berlangsung, maka penyelesaian sengketa

dalam sistem GATT selalu mengacu pada perjanjian GATT itu sendiri, dan

substansi utarna yang mer{adi bahan sengketa selalu mengenai kekntuan dalam

perjanjian yang dilanggar oleh salah satu pihak yang menimbulkan kerugian

terhadap pihak lain. Namun, si$em tersebut juga memungkinkan untuk
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menangani masalah yang timbul akibat tindakan yang merugikan pihak lain

yang telah menikmati keuntungan dari perjanjian-perjanjian dalam GATT/WTO,

walaupun tindakan tersebut tidak melanggar ketentuan.roz

Mekanisme peiryelesaian sengketa disediakan agar hak dan kewajiban

dalam perjanjian dapat terjaga. Apabila salah satu pihak dari Negara anggota

merasa bahwa haknya dirugikan akibat tindakan Negara lain, maka mekanisme

tersebut digunakan agar dapat tercapai pemulihan dari hak tersebut. Dengan

demikian, maka langkah untuk menggunakan hak penerapan prosedur

penyelesaian sengketa harus diaaggap sebagai suatu tindakan yang wajar dan

bukan tindakan yang tidak bersahabat. ,:;,;,:,:.:,.

adalah dengan melakukan konsuhasi yang dilaksanakan oleh pihak yang

bersengketa Konsultasi t€rsebrrt dilakulsn w*uk mencari jalan keluar atas

perbedaan pendapat pana pihak yang Oil*vrtielran maksimum 60 hari.lM Saat

melakukan konsultasi" pihak yang bersangkutan dapat meminta bantuan Direktur

Jenderal WTO untuk menengahi.

Apabila konsultasi mengalami kegagalan, Negara yang mengajukan

gugatan dapat meminta dibentuknya suatu panel yang dibentuk dalam waktu

maksimal 45 hari. Panel tersebut memiliki waktu 6 bulan sampai dengan

dikelumkannya putusan. Negara tergugat dapat melakukan upaya untuk

merinhngi pernbentukan panel sebanyak satu kali. Akan tetapi, pada sidang

r0' H.S. Kartadjoemana, Op.cit., hal I19.
to' Christftop*us Barulu, SH., MH., *Dumping Dalarn Perdagangan Internasional Dan Meka-

nisme Penyelesaian Sengketa Dumping Melalui World Trade Organization", Jurnal Hukton Internasiorul
(Indonesian Joumal oflntemational Law), Op.cit., hal 385.

'* Ibid
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DSB yang kedu4 pembentukan panel tersebut tidak dapat lagi dihambat, kecuali

terdapat konsensus yang menentang pembentukan panel tersebut.

Pihak yang kalah dapat mengajukan banding(rypaI) dan 3 orang hakim

akan ditetapkan untuk menangani kasus tersebut. Keputusan badan banding

tersebut dapat berisi penolakan atau merubah laporan panel dan membuat

laporan tersendiri atau mengukuhkan laporan panel. Jika panel dan banding

menyimpulkan bahwa tindakan yang diambil oleh pihak tergugat bertelrtangan

dengan persetujnan GATT/WTO, maka rekomendasi panel dan hnding akan

meminb Negara yang kalah rmtuk segera menyesuaikan (adjastment) kebijakan

perdagan$nnya dengan ketentuan

Laporan panel da{=r= kekuaan hukum tetap

(legaily binding) _Tujuan dari sistem

penyelemian . WTO mematuhi

komitrren yang
:a: :a 

- '  
. .

bind@tidak

dilaksanakan

(Negara yang i (ganti rugi).
.=

baadinF*gara yang kalah

= 
--:=:- 

- :,--'-t ;
' 'a ' : - .  . -  -  -=: ; . )

-=.-:-a-::=:D--S: terseUut dan bila

diperlukan dengan
-::

2.6.2 Pcnyelesaian $engkcta

Pada dasamya semua atas kasus dumping

yang terjadi harus diberikan kesempatan untuk bukti-bukti dan

mempertahankan kepentingan mereka yang meliprti: r05

a- Eksportir luar negeri) dari produk yang dituduh dumping dan

pemerintahnya;

b. Produsen produk yang bersangkutan di Negara pengimpor;

c. Industri pemakai produk tersebut dan organimsi konsumen.

Menurut ketentuan yang ada dalam GATT, keprtusan tentang BMAD

dapat disanggah oleh suatu Negara atas nama perusahaan eksportir kepada:ltr

to5 lbid-,hal 399.
t6 Article 16 Arti-fumping Code (1994)

Segera s€{€lah DSBIme

harus membuat laposan
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a- The Committee on Anti-Dumping Practices bila kedua belah piha( Negam

pengimpor dan pengekspor merupakan Negara anggota GATT Cofus.

b. Tlrc General Council, sesuai dengan ketsntuan te,ntang penyelesaian

sengketa GATT, lfiususrya Article )Oiln (Nullification or Impairment) jika

kdua belah pihak atau salah satu pihak bukan penandatangan anti&tmping

code.

Apabila terjadi kasus tuduhan dwrping dimana Negara yang terkena

tuduh bukan Negara penandatangnMti-dwrp@ code,maka persolan ini dapat

dibwa ke GATT Courcil of Repesentattves yang bersidang hampir sekali

sebulm atau paling sedikit 9 kali ro7 FIal ini dapat dilakukan

seclah Negara-negara GATT Article )OCI: I

(consaltdion), courcil un&rk

me,ngadakm

Narnun Anti-dump@

Practiees. prosedur

sebagai

& Bila oleh negara

yang terkena

persoalan ini Practices

tertulis).

Cowniaeehi

b. flalam walfir 30 ha4 pertemuan unArk

memhhasnya dan melalui jasa baiknya me,ndorong kedua belah pihak

mancapi a nrutaally occeptable sol*ion;

c. Berdasa*an k€tentuan GATT Article )Off, maka konsultasi ini dapat

meminta pnda Coutrcil rmtuk mengadakan ksnsultasi dengan Negara yang

mengadakan tindakan antidumping (konsultasi bilatral);

l@ Christroporus Barutu, SH., MH. 'Dumping Dalam Perdagurgan Internasional Dan Meka-
nisme Pmyelesaim Sengk€ta Dutnping Melalui World Trade Organiation", .Iarnal Hshtm bnernasiotal
(lndonesian Joumal of International l"aw),Op.cit., hal 3E9.

t* Anicle 17 Anti-&mryirg Cofu (1994), dan lihat juga Anicle X)trI dan Articb mil
Ketentuan Umum Tentang Peiryelesaian GAI-|. r

untuk
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d.

e.

Bila dalam watf,u 3 bulaq upaya

bersama tidak memberikan hasil.

membentukpanel;

hoses selanjutnya sama dengan

melalui WTO;

mencapai pernecahan yang disepakati

malr,a courrcil dapat diminta untuk

penyelesaian sengketa dagang umum

f. Dalam sidang panell@ akan diputuskan apat<ah bs masuk antidumping

yang dikenakan oleh Negara importir dilaksanakan dengan melanggar

ketentuan GATI atau tidak

16 Panel terdiri dari ahli yang dib€ntuk berdasarkan Artfele )O(Itr GATT 1994.
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Diagram 2

Skema Mekanisme Penyelesaia* Sengketa

Antidumping Melatui WT'Ous

Negara yang terkena sanksi antidumping menga.iukan permohonan
konsultasi secarr terfulis kepada Committee On Antidumping

Konsultasi dalam sidang Committee On Antidumping
Practices (l tahun ? kali)

Konsultasi bilateral antara ;remerintah Negara ekspoltir
dan pemerintah Negara importir

Komuttasi untuk meminta pembentukan prel (Negara anggota dapat meminta diskusi
panel bila dalam ffl hari tidak ada penyelesaian)

DSB (selambafrya sidang ke-2 DSB)

Term of Referer*e & kompisisi pnel

Panel menangani masalah (dengan pihak sengketa & pihak ketiga)

Panel menyerahkan laporan kepda pihak sengketa (Interim Review)

Panel menyerahkan laporan kepada DSB

Naik banding ke Appelate

DSB memantau implementasi keputusan panel darlatau Appelae Bady

Pihak sengketa menrndingkan
jenis kompensasi

DSB rnemberi ctorisasi untuk
melakukan tindakan balasan

l1o Bahan sosialisasi hukum
Kementerian Perdagangan" 20 I 0.

artidumping, Komite Anti&rmping Indonesia $aD$,
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